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ABSTRACT
To manage environmental problems caused by dangerous and toxic substances, the Indonesian
Government issued the Government Regulation No. 19 of 1994 concerning Management of Dangerous
and Toxic Waste Substances. This article focuses on legal aspects of the regulation and analyzes its
implications. Based on arguments presented in this article, the author concludes that the management

of the dangerous and toxic waste substances governed by that regulation is sufficient to deal with
the problems.

I. LATAR BELAKANG

Proses pelaksanaan pembangunan di Indonesia dilakukan melalui rencana
pembangunan jangka panjang yang bertumpu pada pembangunan di bidang industri.
Pembangunan di bidang industri tersebut di satu pihak akan menghasilkan barang yang
bermanfaat bagi kesejahteraan hidup rakyat, tetapi di lain pihak industri itu juga akan
menghasilkan limbah yang merugikan. Di antara limbah yang dihasilkan oleh kegiatan
industri tersebut adalah limbah bahan berbahaya dan beracun (B-3).

Limbah B-3 yang langsung dibuang ke dalam lingkungan dapat menimbulkan
bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya.
Mengingat risiko tersebut, perlu diupayakan agar setiap kegiatan industri dapat
menghasilkan limbah B-3 seminimal mungkin. Minimalisasi limbah B-3 dimaksudkan
agar limbah B-3 yang dihasilkan oleh masing-masing unit produksi ditekan sesedikit
mungkin dan bahkan diusahakan sampai nol, dengan cara antara lain, reduksi pada

sumber dengan pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan, dan
teknologi bersih lingkungan.

Untuk menghilangkan atau mengurangi sifat bahaya dan beracunnya, limbah
B-3 yang telah dihasilkan perlu dikelola secara khusus. Pengelolaan limbah B-3
merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan,
pengangkutan, dan pengolahan limbah B-3 termasuk penimbunan hasil pengolahan

*) Tulisan ini pernah disajikan dalam diskusi intern antar-pengajar Fakultas Hukum Universitas
Tarumanagara, tanggal 15 Juli 1994.

**) Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
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an tersebut terkait beberapa pihak yang maSin'g-masing
ah B-3, yaitu: (1) penghasil limbah
limbah B-3; (4) pengolah limbah

tersebut. Dalam rangkaian kegiat
merupakan mata rantai dalam pe
B-3; (2) pengumpul limbah B-3; 3) pengangkul

B-3.

ngelolaan limb

Dengan pengelolaan limbah scbagaimana terscbut di atas, maka matf'ax ranfal siklus
perjalanan limbah B-3 sejak dihasilkan olch penghasil Iimballl B-3 sampai p'emmbunan
akhir oleh pengolah limbah B-3 dapat diawasi. Tujuan dari pe'ngelolaan ltlmbah .B-3
adalah untuk melindungi keschatan manusia dan lingkungnan hidup agar tidak terjadi
antara lain sakit, cacat dan/atau kematian serta terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan akibat limbah B-3.

I1. PERUMUSAN MASALAH | |
ar belakang dapat diketahui bahwa, meskipun kegiatan industri

Dari uraian lat
angat besar, tetapi juga

sebagai prioritas pecmbangunan mendatangkan manfaat yang s
mengandung risiko yang tinggi yaitu kemungkinan terjadinya perencanaan, khususnya
k limbah bahan berbahaya dan beracun. Untuk itu telah dikeluarkan
peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun, yang diundangkan pada tanggal 30 April 1994.

Peraturan tersebut diharapkan dapat mengurangi atau menghilangkan risiko
kemungkinan timbulnya pencemaran yang diakibatkan oleh limbah B-3. Oleh karena
itu, beberapa masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

dalam bentu

1. Apakah pengaturan mengenai pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya
yang berlaku saat ini telah memadai?

2. Bagaimana penegakan hukum atas peraturan limbah B-3 agar dapat mencapai
tujuan yang telah digariskan?

III. BEBERAPA PENGERTIAN

Untuk mendapatkan persepsi yang sama tentang pengertian atau beberapa definisi
yang digunakan, di bawah ini dijelaskan pengertian tersebut sesuai dengan peraturan
pemerintah mengenai limbah B-3, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1994,

Sesuai dengan judul artikel, yaitu mengenai tinjauan yuridis pengelolaan limbah
bahan berbahaya dan beracun (B-3), pengertian pengelolaan limbah B-3 adalah
rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan,
pengolahan limbah B-3 serta penimbunan hasil pengolahan tersebut.
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Terdapat perbedaan antara pengertian limbah dan limbah bahan berbahaya dan
beracun, disingkat limbah B-3. Limbah adalah bahan sisa pada suatu kegiatan dan atau
proses produksi, sedangkan limbah B-3 adalah setiap limbah yang mengandung bahan
berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya,
batk secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan
lingkungan hidup dan/atay dapat membahayakan kesehatan manusia. Limbah bahan
berbahaya dan beracun ini antara lain adalah bahan baku yang bersifat berbahaya dan
beracun yang tidak digunakan karena rusak, sisa pada kemasan, tumpahan, sisa proses,
sisa oli bekas dari kapal yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus. Limbah
yang termasuk limbah B-3 adalah limbah yang memenuhi salah satu atau lebih
karakteristik, yaitu:

1. Mudah meledak

Limbah mudah meledak adalah limbah yang melalui reaksi kimia dapat menghasilkan

gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan
sekitarnya.,

2. Mudah terbakar

Limbah mudah terbakar adalah limbah yang apabila berdekatan dengan api,
percikan api, gesekan atau sumber nyala lain akan mudah menyala atau terbakar
dan apabila telah nyala akan terus terbakar hebat dalam waktu lama.

3. Bersifat reaktif

Limbah yang bersifat reaktif adalah limbah yang dapat menyebabkan kebakaran
karena melepaskan atau menerima oksigen.
4. Beracun

Limbah beracun adalah limbah yang mengandung racun yang berbahaya bagi
manusia dan lingkungan, Limbah B-3 dapat menyebabkan kematian dan sakit yang
serius, apabila masuk ke dalam tubuh melalui perencanaan, kulit, atau mulut. Nilaj
ambang batasnya ditetapkan oleh bahan pengendalian Dampak Lingkungan. |
5. Menyebabkan infeksi
Limbah yang menyebabkan infeksi sangat berbahaya karena mengandung kuman
penyakit seperti hepatitis dan kolera yang ditularkan pada pekerja, pembersih jalan,
dan masyarakat di sekitar lokasi pembuangan limbah.
6. Bersifat korosif ,
Limbah bersifat korosif dapat menyebabkan iritasi (terbakar) pada kulit atau -
mengkorosikan baja.
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7. Limbah lain yang apabila diuji dengan methode toksilogi dapat diketahui termasy)
dalam jenis limbah B-3, misainya dengan methode LD-05 (Lethal dose Fifty) yaiy

perhitungan dosis (gram pencemar per kilogram berat bahan) yang dapag
populasi makhluk hidup yang dijadikan percobaan,

menyebabkan kematian 50%
Untuk ity perlu dilakukan klasifikasi limbah dari penghasil terscbut, apakah
termasuk limbah B-3 atau tidak. Pengklasifikasian ini akan memudahkan pijhak
penghasil, pengangkut. atau pengolah dalam mengenali limbah B-3 tersebut sedinj
mungkin.
dalah setiap orang atau bahan usaha yang

Adapun penghasil limbah B-3 a
n sementara limbah tersebut di dalam lokasi

menghasilkan limbah B-3 dan menyimpa
kegiatannya sebelum limbah B-3 tersebut diserahkan kepada pengumpul atau pengolah

limbah B-3. Sedangkan pengumpul limbah B-3 adalah bahan usaha yang melakukan

kegiatan pengumpulan limbah B-3 dari penghasil limbah B-3 dengan maksud menyimpan

untuk diserahkan kepada pengolah limbah B-3.
Pengolah limbah B-3 adalah bahan usaha yan
limbah B-3 termasuk penimbunan akhir hasil pengolahannya. Sedangkan pengolahan
limbah B-3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B-3
menjadi tidak berbahaya dan/atau tidak beracun, atau memungkinkan agar limbah

B-3 dimurnikan dan/atau didaur ulang.

Pengangkut limbah B-3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan
limbah B-3. Sedangkan pengangkutan limbah B-3 adalah proses pemindahan limbah
B-3 dari penghasil ke pengumpul dan/atau ke pengolah termasuk ke tempat penimbunan
akhir dengan menggunakan alat angkut. _

Adapun penimbunan hasil pengolahan limbah B-3 adalah tindakan membuang
dengan cara penimbunan, di mana penimbunan tersebut dirancang sebagai tahap akhir
dari pengotahan limbah B-3 sesuai dengan karakteristik limbah B-3 tersebut.

g mengoperasikan sarana pengolahan

IV. ANALISIS PENGATURAN LIMBAH B-3

Untuk mengetahui apakah pengaturan mengenai pengelolaan limbah B-3 yang
berlaku saat ini telah memadai atau tidak, perlu ditentukan tolok ukurnya terlebih dahulu,
Pengaturan limbah B-3 dikatakan memadai apabila pengelolaan limbah B-3 dikatakan
memadai apabila pengelolaan limbah B-3 telah diatur secara lengkap, yaitu sejak limbah
B-3 dihasilkan sampai pada penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan
limbah B-3 serta penimbunan hasil pengolahan tersebut, sehingga sifat-sifat berbahaya

dan beracunnya menjadi hilang.
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Adapun pengaturan hukum mengenai limbah B-3 meliputi kescluruban peraturan
tentang apa yang harus/boich dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam
kaitannya dengan limbah B.3, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu
sanksi. Dalam kaitan ini, telah dikeluarkan peraturan Pemerintah Nomor 19 Tabun 1994
tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang di dalamnya terdapat
beberapa kewajiban-termasuk larangan bagi penghasil, pengumpul, pengangkut, dan
pengolah termasuk penimbun limbah B-3, yaitu mencegah dan menanggulangi pencemaran
lingkungan sebagai akibat kegiatannya yang mengandung risiko.

Setiap badan usaha yang melakukan pengenceran untuk menurunkan daya racun
limbah B-3. Pengenceran adalah menambahkan cairan pada limbah B-3 sehingga
konsentrasi zat racun dan/atay tingkat bahayanya turun, tetapi beban pencemarannya
masih tetap sama dengan sebelum dilakukan pengenceran. Hal ini dilarang karena
pengenceran tidak akan mengalihkan sifat berbahaya dan beracunnya limbah B-3, -

Larangan yang perlu mendapat perhatian bagi setiap orang atau badan usaha
adalah larangan untuk membuang limbah B-3 secara langsung ke dalam air, tanah, atau
udara, Dengan demikian, penghasil limbah B-3 wajib melakukan pengolahan B-3, di
mana pengolahan limbah B-3 bertujuan untu menghilangkan atau mengurangi sifat
bahaya dan beracun limbah B-3 agar tidak membahayakan kesehatan manusia dan untuk
mencegah terjadinya pencemaran serta kerusakan linglkungan,

Apabila penghasil limbah B-3 tidak mampu melakukan pengolahan limbah
B-3 yang dihasilkan, mereka wajib menyerahkan limbah B-3 kepada pengolah limbah
B-3. Penyerahan limbah B-3 oleh penghasil dapat dilakukan secara langsung kepada
pengolah limbah B-3 atau melalui pengumpul limbah B-3, Dalam hal pengolah limbah
B-3 belum tersedia atau tidak memadai untuk mengolah limbah B-3, pengolahan limbah
B-13 tetap menjadi kewajiban dan tanggung jawab penghasil limbah B-3 yang bersangkutan.

Kewajiban lain dari penghasil limbah adalah membuat dan menyimpan catatan
tentang jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B-3, penyerahan
limbah B-3, dan nama pengangkut limbah B-3 yang melaksanakan pengiriman kepada
pengumpul atau pengolah limbah B-3. Penghasil limbah B-3 wajib menyampaikan
catatan tersebut sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan,

Penghasit limbah B-3 dapat pula bertindak sebagai pengumpul limbah B-3, dan
wajib memenuhi segala ketentuan yang berlaku pengumpul limbah B-3, Pengumpul
limbah B-3 wajib memenuhi beberapa persyaratan, yaitu mempertahankan karakteristik
limbah B-3; mempunyai laboratorium yang dapat mendeteksi karakteristik limbah
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Setiap orang atau badan usaha dilarang memasukkan limbah B-3 dari luar negeri
ke dalam wilayah negera Republik Indonesia. Pengangkutan limbah B-3 dari luar negeri
melalui wilayah negara Republik Indonesia, wajib dilakukan dengan memberitahukan
terlebih dahulu secara tertulis kepada Pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan
pengiriman limbah B-3 ke luar neger; dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan
tertulis dari pemerintah negara penerima dan mendapatkan izin tertulis dari Pemerintah
Republik Indonesia. Mengenai tata cara pengiriman limbah B-3 keluar negeri ditetapkan
oleh Menteri Perdagangan setelah mendapat pertimbangan Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan.

Pengawasan pengelolaan limbah B-3 dilakukan oleh Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan. Pengawasan tersebut meliputi pemantauan penataan persyaratan serta
ketentuan teknis dan administratif oleh penghasil, pengumpul, pengangkut, pengolah
termasuk penimbun limbah B-3. Setiap kemasan limbah B-3 wajib diberi simbol dan
label yang menunjukkan karakteristik dan jenis limbah B-3. Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan menetapkan simbol dan label untuk setiap jenis limbah B-3.

Badan Pengendatian Dampak Lingkungan menyampaikan laporan pelaksanaan
limbah B-3 secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun kepada
presiden dengan tembusan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan
lingkungan hidup. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan
hidup mengevaluasi laporan tersebut guna menyusun kebijakan pengelolaan limbah
B-3. _

Penghasil, pengumpul, pengangkut, dan pengolah limbah B-3 bertanggung jawab
atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat lepas atau tumpahnya
limbah B-3, yang menjadi tanggung Jawabnya. Ketentuan mengenai penanggulangan
kecelakaan dan pencemaran ditetapkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pengaturan hukum limbah B-3, sejak
limbah B-3 dihasilkan, dikumpulkan, diangkut, dan diolah termasuk penimbunannya,
telah diatur cukup lengkap. Pengaturan hukum tersebut, sebagaimana telah dijelaskan
sebelumnya, meliputi keseluruhan peraturan tentang apa yang harus/boleh dilakukan dan
apayang tidak boleh dilakukan dalam kaitannya dengan limbah B-3, yang pelaksanaannya
dapat dipaksakan dengan suatu sanksi, Jadi sanksi, dalam pelaksanaan hukum, memegang
Peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa pengaturan

limbah B-3 telah memadai, yang perlu mendapat perhatian selanjutnya adalah masalah
penegakan hukumnya,
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misalnya:

Artik
menyangkut sanksi
Adapun beberapa sanksi yang

pengangkut, dan pengolah limbah B-
ditetapkan — sebagaimana telah diuraikan di muka —

I. membuang langsung limbah B-3 ke dalam air, tanah, atau udara;

2. tidak memenuhi persyaratan untuk menyimpan,
penghasil limbah B-3 utuk membuat catatan

serta

fektif tidaknya peraturan tersebut.

3. tidak memenuhi kewajiban bagi
tentang jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B-3

4 Pznierahannya kepada pengumpul atau pengolah limbah B-3;

. i i ’
dla; S(CIﬁksinakan kewajiban bagi pengolah limbah B-3 untuk membuat analisis
pak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantaual

lingkungan;,
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5. tidak menjalankan kewajiban bagi ¢ ey
berikut: ’

a. dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan untuk kegiatan pengumpulan
atau pengolahan termagsyk penimbunan akhir:

b. danl Menter; Perhubungan untyk kegiatan pengangkutan setclah mendapat
pertimbangan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan,

perast alat penyimpanan, dan pengumpulan,
B-3 sampai pihak yang diberi peringatan
mematuhi ketentuan yang dilanggarnya, Meskipun demikian, Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan wajib dengan segera mencabut keputusan penghentian kegiatan
apabila pihak yang diberi peringatan telah mematuhi ketentuan yang dilanggarnya.

Dari tindakan Bapedal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terhadap
ketentuan mengenai pengelolaan limbah B-3 dapat dikenai sanksi administratif, yang
berpuncak pada pencabutan izin usaha. Penerapan sanksi administratif ini hendaknya
dilakukan secara hati-hati mengingat dampaknya yang lebih bersifat ekonomi, sehingga
dapat berdampak negatif pada perekonomian secara nasional.

Selanjutnya, badan usaha yang melanggar ketentuan yang mengakibatkan terjadinya
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan diancam dengan pidana sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomeor 4 Tahun 1982 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 menyebutkan, bahwa barang
siapa yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan
hidup atau tercemamya lingkungan hidup diancam dengan pidana penjara selama-
lamanya 10 (sepuluh) tahun dan atay denda sebanyak-banyaknya Rp.100.000.000,00
(seratus juta rupiah), Sedangkan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan
hidup atau tercemarnya lingkungan hidup terjadi karena kelalaian, maka ancamannya
adalah pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) fahun dan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). |
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' Aparat kepolisian sebagai penyidik perkara lingkungan hend::ka"
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m

terhadap Pasal 22 UULH dapat berhasil (Rangkuti, 1984: 28).
masalah selanjutnya adalah, apabila pencemaran terg :
e ut

Adapun yang menjadi
menimbulkan kerugian bagi penderita, misalnya korban harus pergi ke dokter ¢
T . . s 1
menjadi cacat, dan lain-lain. Sesuai dengap dak
asag

dapat menjalankan pekerjaannya, atau
ays principle), pencemar berkewajiban me ngea
ntj

prinsip pencemar membayar (polluter p
kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang K
ai

dan sehat, dengan kata lain korban berhak menggugat ganti kerugian yang besar
ya

sanksi

Dalam kaitan dengan
\ kepada oran

jawaban dibebankar

988: 29-30).
ahay

utama dalam
“wltimum remidium’

mampu menyajikan

sesuai dengan kerugian yang diderita.
Dalam kaitan dengan ganti kerugian kepada penderita tersebut, dapat dikemukakap

Pasal 1365 KUHPerdata yang bunyinya: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yap
» Jelg

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahny
a

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Prinsip yang digunakan dalam pasal tersebut adalah “liability based on faulf’
dengan beban pembuktian yang memberatkan penderita. Karena penderita atau korba
baru akan memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya un :
kesalahan pe}da pihak tergugat. Kesalahan di sini merupakan unsur yang megenml:au;
pertanggungjawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, maka tidak ada

kewajiban memberi ganti kerugian.

g ﬁzlsz;m al;asnlls pe;lncemaran akiba.t limbah B-3, penderita pada umumnya adalah

o r:emgiliilinie secara ekonomi dan berpendidikan relatif rendah, sehingga sulit

Sehubungan dengan haln?:szuan yang cukup untuk membuktikan kesalahan pencemar.

koo Bariindbdl bx , dengan ber.kembangnya industrialisasi yang menghasilkan

GlE 2o B . esar serta makin rumitnya hubungan sebab akibat, maka teori
meninggalkan konsep “kesalahan” dan berpaling ke konsep «risiko”.
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Perkembangan industri modern telah membg

setiap hari, yang tidak dapat dihindarkan da; sudut ckonomi, Untuk itu telah diperkenalkan

konsep tanggung jawab mutlak (strict liability), yang diartikan scbagai kewajiban mutlak
yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan, Sa ‘
jawab mutlak adalah tidak diperluk

wa serta sejumlah risiko yang terjadi

ah satu ciri utama tanggung
annya unsur kesalahan (Lummert, 1980: 239-240).

awab mutlak dapat memberikan bantuan yang sangat
aran lingkungan, yang beban pembuktian diserahkan

ai kemampuan terbesar untuk membuktikan, Dalam
hubungannya dengan pencemaran lingkungan akibat industri penghasil limbah B-3,

adalah pencemar yang mempunyai kemampuan lebih besar untuk membuktikan. Oleh

karena itu, dalam prinsip tanggung jawab mutlak dikembangkan prosedur tentang

pembuktian yang disebut pembalikan beban pembuktian (shifting or alleviating of
burden of proofs) (Krier, 1970: 117-120).

Doktrin mengenai tanggung j
besar bagi kasus-kasus pencem
kepada pihak yang mempuny

Dengan adanya pembalikan beban pembuktian ini, tidak ada halangan bagi
penderita atau korban untuk berperkara di depan pengadilan sebagai penggugat, karena
adalah kewajiban dari tergugat untuk membuktikan bahwa kegiatan
mengandung risiko tidak menimbulkan bahaya-
1990: 359-360).

-kegiatannya yang
bahaya atau gangguan (Hardjasoemantri,

Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa pembayaran ganti kerugian kepada
penderita tidak membebaskan si pencemar dari kewajibannya untuk membayar pemulihan
lingkungan yang telah tercemar oleh perbuatannya itu, Untuk itu telah diatur kewajiban
badan usaha baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama secara proporsional melakukan
pembersihan dan/atau pemulihan lingkungan. Pengertian secara proporsional bersama-
sama bertanggung jawab adalah bahwa masing-masihg memikul tanggung jawab sesuai
dengan kontribusinya dalam menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan,
Pembersihan dan pemulihan mencakup antara lain studi untuk mengetahui luas dampak,
jenis, jumlah, konsentrasi limbah yang ada sebagai dasar untuk melakukan pembersihan
dan pemulihan lingkungan, serta pengolahan limbah B-3 yang telah dibuang ke dalam
lingkungan itu, |

Apabila pencemar tidak melakukan pembersihan dan pemulihan lingkungan
sebagaimana telah ditentukan, maka Bapedal dapat meminta pihak ketiga untuk
melakukannya dengan biaya yang dibebankan kepada orang atau badan usaha yang
menghasilkan, mengumpulkan, mengangkut, dan mengolah baik secara sendiri maupun
bersama-sama secara proporsional.
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V1. KESIMPULAN
impulkan beberapa hal sebagai beriky.

Dari uraian dan analisis masalah dapat dis
dinilai telah memadai, karena telah Mengay,

I. Pengaturan mengenai limbah B-3 : o
yaitu sejak limbah B-3 dihasilkan, dikumpuu(an,

keseluruhan rangkaian pengelolaan,

diangkut, dan diolah, termasuk penimbunannya. |
2. Pengaturan hukum mengenai limbah B-3 juga telah memadai, yaity adany,

pengaturan dengan kriteria yang jelas tentang perbuatan apa yang dilarang gty
yang diwajibkan dalam kaitannya dengan limbah B-3, disertai dengan sanks;i yang
tegas.

engenai limbah B-3 dapat dikenakan sans;

3. Terhadap pelanggar ketentuan m
secara tertulis, penghentian sementara, dap

administratif berupa peringatan
pencabutan izin usaha. Di samping itu, diancam dengan pidana berupa pidana

penjara, kurungan, dan atau denda. Sedangkan sanksi perdata berupa ganti kerugian
kepada penderita serta biaya pemulihan lingkungan juga dapat dijatuhkan. Dengan
demikian pelanggar ketentuan limbah B-3 dapat dikenakan tiga macam sanksi,
yaitu administratif, pidana, dan perdata, yang ketiganya dapat diberlakukan secara

kumulatif.
Keefektifan peraturan mengenai limbah B-3 dapat terhambat karena dua alasan,

yaitu:
Dari peraturan itu sendiri, yaitu belum adanya ketentuan pelaksanaan, misalnya

yang mengatur mengenai bagaimana cara penanggulangan kecelakaan dan

pencemaran lingkungan akibat B-3.
b. Faktor dari luar peraturan, misalnya kesiapan aparat pelaksana dalam melakukan

pengawasan dan penegakan hukumnya.

a.
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VIL. SARAN

I. Perlu diadakan suatu penelitian untuk menentukan efektif tidaknya peraturan
mengenai limbah B-3, dengan tolok ukur, yaitu penerapan peraturan mengenai
limbah B-3 dikatakan efektif apabila, dengan adanya peraturan tentang limbah
B-3 maka tingkat pencemaran akibat limbah B-3 berkurang atau dapat dihilangkan.

2. Diperlukan aparat yang memiliki pengetahuan khusus untuk menerapkan peraturan
tentang limbah B-3, baik mengenai pengawasan pelaksanaannya maupup penegakan
hukumnya, sedangkan untuk meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum
dalam kaitannya dengan pencemaran limbah B-3, dapat dilakukan melalui pendidikan
khusus, penataran, dan latihan-latihan.

3. Hendaknya dibentuk suatu forum yang memungkinkan pertemuan secara berkala
antara pengusaha industri sebagai pencemar potensial dan para pejabat instansi atau
lembaga di bidang hukum seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian,
Departemen Kehakiman, serta instansi lain yang terkait seperti Kantor Menteri
Negara Lingkungan Hidup. Dengan demikian diharapkan pemasyarakatan peraturan
limbah B-3 di kalangan industriawan dapat berlangsung dengan lebih baik. -
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